
 
 
 
 

 
 

PEMERINTAH KOTA SURABAYA 
SALINAN 

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 
NOMOR  4  TAHUN 2009 

 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG POKOK- POKOK  

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SURABAYA, 
 
 
Menimbang : a.   bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 151 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007, telah dibentuk Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

 
b. bahwa memperhatikan surat Gubernur Jawa Timur Nomor 

188/2092/013/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 perihal Pengkajian 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan 
Walikota Surabaya Nomor 99 Tahun 2008, maka Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu ditinjau kembali; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 

   
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa 
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4286); 

 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4400); 

 
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

 
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 
Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

 
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara 
Tahun 2007 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4709); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4503); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4574); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4575); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4577); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4585); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4593); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan 
Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2006 
Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4597); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 
2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Pelaporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 
2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693); 

 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761); 

 
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

 
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara 
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 
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28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang 
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 

 
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah; 

 
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 
2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8); 

 
31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 11); 

 
32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 12). 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA 
dan 

WALIKOTA SURABAYA, 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG 
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor  12 
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12), diubah sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 11 

 
(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan 

tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat 
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja 
pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna 
barang. 

 
(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, 
besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, 
rentang kendali dan/atau pertimbangan objektif lainnya. 
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(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD. 

 
(4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), meliputi: 
 

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 
beban anggaran belanja; 

 
b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; 

 
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran; 
 

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam 
batas anggaran yang telah ditetapkan; 

 
e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU; 

 
f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; 

dan 
 

g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya 
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna 
anggaran. 

 
(5) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan 
tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang. 

 
 
2. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 39 

 
(1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan 

kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif 
dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan 
memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
(2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

pada pembahasan KUA. 
 

(3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai 
berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan 
profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya. 

 
(4) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang 
dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai 
melampaui beban kerja normal.  
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(5) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang 
dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat 
kesulitan tinggi dan daerah terpencil. 

 
(6) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang 
dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang 
memiliki resiko tinggi. 

 
(7) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawai 
negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan 
khusus dan langka. 

 
(8) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang 
memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi. 

 
(9) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka peningkatan 
kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan dan 
tunjangan air. 

 
(10) Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. 
 
3. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 42 
 

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d 
digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk 
uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah 
daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi 
kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan 
peruntukannya. 

 
(2) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan 

kemampuan keuangan daerah dan rasionalitas, yang ditetapkan 
dengan keputusan kepala daerah.  

 
(3) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau 

jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

 
4. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 47 

 
(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g 

digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat 
umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah 
daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan 
kemampuan keuangan. 

 
 



 
 

7

 
 

 
(2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan 
sepenuhnya kepada pemerintah daerah lainnya penerima bantuan. 

 
(3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan 
oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. 

 
(4) Pemberian bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana 
pendamping dalam APBD penerima bantuan. 

 
5. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 81 

 
Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS 
berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan 
Menteri Dalam Negeri setiap tahun. 

 
6. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 97 

 
(1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada 

PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. 
 
(2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan untuk menelaah : 
 

a. kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan 
maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu dan 
dokumen perencanaan lainnya; 

 
b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, 

standar satuan harga; 
 
c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian 

kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar 
pelayanan minimal; 

 
d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan 
 
e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD. 

 
(3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan 
penyempurnaan. 
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7. Ketentuan Pasal 285 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 285 
 

Ketentuan mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan 
Peraturan Daerah tersendiri dengan berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 

8. Ketentuan Pasal 286 dihapus. 
 
 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya. 

 
 
 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 30 Juli 2009 

 
WALIKOTA SURABAYA, 

 
ttd 

 
BAMBANG DWI HARTONO 

Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 30 Juli 2009 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 
 

ttd 
 

SUKAMTO HADI 
 
LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 4 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Pemerintahan 
u.b 

Kepala Bagian Hukum, 
 
 
 

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum. 
Penata Tingkat I 

NIP. 19720831 199703 1 004 
 

 
 
 

 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 
NOMOR  4  TAHUN  2009  

  
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  

NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG POKOK-POKOK  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 
 

I.  UMUM 
 

 
Bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan dan  memantapkan pelaksanaan fungsi 
pelayanan umum pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, 
serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007, telah dibentuk Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 
 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 218 Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 37 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah 
Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang 
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Kota Surabaya 
telah menyampaikan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Gubernur Jawa Timur melalui surat 
Walikota Surabaya Nomor 180/75/436.1.2/2009 tanggal 8 Januari 2009 perihal Klarifikasi 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008. 

 
Memperhatikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam surat Gubernur 

Jawa Timur Nomor 188/2092/013/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 perihal Pengkajian 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Surabaya 
Nomor 99 Tahun 2008, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap  beberapa 
ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008. 

 
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas,  perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 
 

 
II. PASAL DEMI PASAL. 

 
Pasal I : Cukup jelas. 
   
Pasal II : Cukup jelas.   
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